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Abstrak: Kebutuhan piranti lunak semakin dibutuhkan di setiap sektor. Tetapi di Indonesia sendiri, belum ada 
standar kualitas piranti lunak yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin kualitas dari piranti lunak yang 
ada. Sedangkan di luar negeri memiliki standar internasiona untuk menjamin kualitas piranti lunak tersebut, yaitu 
Capability Maturity Model for Software (CMM-SW) yang dikeluarkan oleh Software Engineerig Institute (SEI). 
Tidak dipungkiri CMM-SW merupakan standar piranti lunak internasional yang memiliki pamor tersendiri. Untuk 
itulah pemerintah Indonesia membuat suatu standar yang dinamakan Kematangan Industri Perangkat Lunak 
Indonesia atau KIPI yang diadopsi dari CMM internasional dengan tujuan agar perusahaan piranti lunak di Indonesia 
juga memiliki standar kualitas yang layak untuk diperhitungkan. Dengan harapan dapat bersaing dengan perusahaan 
asing yang ada di dunia. 
 
Kata Kunci: Capability Maturity Model for Software (CMM-SW), Kematangan Industri Perangkat Lunak Indonesia 
(KIPI), Piranti Lunak. 
 
 
1 PENDAHULUAN 
 
Piranti lunak merupakan hal yang sangat 
dibutuhkan di setiap sektor pembangunan. 
Meningkatnya kebutuhan piranti lunak di Indonesia 
mendorong para pelaku bisnis untuk turut serta 
meramaikan industri piranti lunak ini. Banyak 
bermunculannya Organisasi Piranti Lunak di 
Indonesia membuat persaingan di Indonesia 
menjadi semakin ketat. Biaya yang murah, waktu 
pengerjaan yang singkat, kualitas produk yang 
tinggi dan pelayanan purna jual yang memuaskan 
merupakan empat hal yang harus dimiliki untuk 
meningkatkan daya saing dalam industri ini.  
 
Salah satu cara untuk memenuhi empat hal 
tersebut adalah dengan menggunakan CMM 
(CapabilityMaturity Model). CMM merupakan 
salah satu standar suatu oraganisasi piranti lunak 
yang dikembangkan oleh Software Engineering 
Institute, di Amerika Serikat. Pencegahan secara 
dini yang ditawarkan CMM mampu mengurangi 
resiko yang akan dihadapi kelak.  
 
Oleh karena itu, pengembang piranti lunak 
dalam negeri harus bisa meningkatkan kualitas 
produksinya dengan menerapkan CMM-SW. 
Penerapan CMM-SW ini bukan semata-mata untuk 
meningkatkan prestise, tapi lebih kepada 
peningkatan kualitas produksi piranti lunak.  
 
Indonesia masih mempunyai peluang yang 
sangat besar dalam pengembangan industri 
informatika dengan mengembangkan industri 
piranti lunak (software). Industri piranti lunak 
mempunyai nilai tambah yang sangat tinggi 
dibandingkan dengan nilai output. Selain itu, dalam 
industri piranti lunak, transfer teknologinya bersifat 
langsung dan dapat meningkatkan investasi 
sekaligus menaikkan pendapatan pemerintah.  
 
Atas dasar pemikiran tersebut, maka 
pemerintah Indonesia mulai mengadopsi CMM-
SW agar dapat diterapkan pada perusahaan piranti 
lunak di Indonesia. 
 
 
2 KEMATANGAN INDUSTRI PIRANTI 
LUNAK INDONESIA (KIPI) 
 
Untuk pengembang piranti lunak dalam 
negeri, CMM-SW ini harus menjadi acuan agar 
mereka dapat bersaing dengan pengembang piranti 
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lunak dari manca negara. Persaingannya adalah 
dalam hal berlomba-lomba dalam peningkatan 
kualitas, bukan dalam hal berlomba-lomba 
meningkatkan prestise. Prestise akan datang dengan 
sendirinya kalau produksi yang dihasilkan 
berkualitas baik. 
 
KIPI atau Kematangan Industri Piranti 
Lunak merupakan standar teknis piranti lunak 
Indonesia yang diadopsi dari Capability Maturity 
Model (CMM) Amerika Serikat. KIPI juga 
merupakan sebuah usaha bagi syarat kebangkitan 
industri piranti lunak lokal untuk bisa 
meningkatkan daya saing di dunia global. KIPI 
dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan 
untuk membangun suasana pengembangan piranti 
lunak yang kondusif serta bertanggung jawab 
sehingga perusahaan-perusahaan Indonesia dapat 
memiliki peningkatan kualitas. Selain itu, 
pemerintah juga berharap KIPI menjadi jembatan 
agar perusahaan IT di Indonesia mampu meraih 
CMM international. 
 
Disamping itu dengan tersedianya 
perusahaan industri software dalam negeri yang 
berstandar tinggi tentu akan dapat membuka 
peluang yang lebih besar dalam konteks upaya 
kolaborasi maupun kerjasama lainnya dengan 
perusahaan Multi National Company (MNC). 
 
2.1 Capability Maturity Model for Software 
(CMM-SW) 
 
Dalam Perusahaan pengembang piranti 
lunak, proses pembuatan merupakan kunci 
utamanya, yang merupakan sekumpulan aktivitas, 
metode, praktek dan berbagai transformasi yang 
digunakan oleh sumber daya manusia di dalam 
perusahaan untuk membangun dan memelihara 
piranti lunak, termasuk rencana proyek, rancangan 
dokumen, coding, pengujian, dan user manual. 
Saat ini terdapat sebuah model untuk menentukan 
tingkat kematangan proses piranti lunak yang 
dikenal dengan nama CMM-SW (Capability 
Matury Model for Software). 
 
CMM-SW adalah sebuah metode untuk 
mengevaluasi dan mengukur tingkat kematangan 
(maturity) dari proses rekayasa piranti lunak. 
Dalam wikipedia.org disebutkan bahwa CMM 
adalah suatu model kematangan kemampuan 
(kapabilitas) proses yang dapat membantu 
pendefinisian dan pemahaman proses-proses suatu 
organisasi. Pengembangan model ini dimulai pada 
tahun 1986 oleh SEI (Software Engineering 
Institute) Departemen Pertahanan Amerika Serikat 
di Universitas Carnegie Mellon di Pittsburgh, AS. 
 
CMM awalnya ditujukan sebagai suatu alat 
untuk secara objektif menilai kemampuan 
kontraktor pemerintah untuk menangani proyek 
perangkat lunak yang diberikan. Walaupun berasal 
dari bidang pengembangan perangkat lunak, model 
ini dapat juga diterapkan sebagai suatu model umum 
yang membantu pemahaman kematangan 
kapabilitas proses organisasi di berbagai bidang. 
Misalnya rekayasa perangkat lunak, rekayasa sistem, 
manajemen proyek, manajemen risiko, teknologi 
informasi, serta manajemen sumber daya manusia. 
 
CMM-SW menyediakan pedoman kepada 
pengembang piranti lunak tentang bagaimana 
untuk meningkatkan kontrol terhadap proses 
mereka dalam membangun dan memelihara piranti 
lunak, dan tentang bagaimana untuk 
mengembangkan lebih jauh sebuah kultur rekayasa 
piranti lunak dan majemen yang baik. CMM-SW 
didesain sebagai pedoman pengembang piranti 
lunak dalam memilih strategi peningkatan proses, 
dengan mengukur kematangan proses yang sedang 
berjalan dan mengidentifikasi beberapa isu yang 
paling kritikal sehubungan dengan kualitas piranti 
lunak dan peningkatan proses. 
 
Dalam pelaksanaan teknisnya, CMM-SW 
terdiri dari 5 level dilihat dari tingkat kematangan 
Software Process. Kelima level tersebut terdiri dari: 
 
a. Initial (level 1), 
b. Repeatable (level 2),  
c. Defined (level 3), 
d. Managed (level 4), dan  
e. Optimizing (level 5). 
 
Semakin tinggi status level CMM pada 
sebuah pengembang piranti lunak, maka bisa 
dipastikan kualitas produksinya semakin baik. 
CMM-SW inilah yang merupakan alat bantu agar 
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pengembang piranti lunak dapat mencapai 
tujuannya, meningkatkan kualitas produksinya. 
 
Dalam setiap levelnya, CMM memiliki 
Key Process Area (KPA) sebagai rincian tentang 
hal-hal yang harus menjadi perhatian. Setiap KPA 
memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai. Agar 
memudahkan dalam mencapai tujuan, CMM-SW 
menyediakan Common Feature, yang merupakan 
beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam 
implementasi. Setiap Common Feature memiliki 
Key Practice, yang merupakan garis-garis besar 
yang harus dilakukan oleh organisasi piranti lunak. 
 
Dengan demikian, bila sebuah 
pengembang piranti lunak menerapkan CMM-SW 
pada organisasinya, diharapkan pengembang 
tersebut dapat lebih mengontrol dan mengarahkan 
Software Process mereka. Sehingga cara kerjanya 
tidak dilakukan seperti halnya sebuah proyek 
dadakan tanpa rencana. Hal ini juga dapat dijadikan 
sebagai acuan bagi pengembang piranti lunak 
untuk mengetahui bagaimana seharusnya proses 
sebuah pengembangan piranti lunak berlangsung. 
 
2.2 Tingkatan (Level) KIPI 
 
KIPI dibuat dengan klasifikasi standar 
kualitas yang memiliki tingkatan mulai dari 
kualitas rendah, nasional hingga internasional. 
Tingkatan yang ditetapkan oleh pemerintah 
Indonesia berjumlah sepuluh level yang diadopsi 
dari 5 level CMM. 
 
Adapun pemetaan CMM pada KIPI dapat 
dilihat pada tabel 1 berikut ini. 
 
Tabel 1: Pemetaan KIPI dari CMM 
 
 KIPI 
 CMM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
* 1          
 2 * *        
 3   * * * * *   
 4        *  
 5         * 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 
pada level 2 CMM dipecah menjadi 2 bagian 
untuk KIPI, level 2 dan 3. Kemudian level 3 
CMM dipecah menjadi 5 level pada KIPI. Level 4 
CMM menjadi level 9 pada KIPI dan 5 CMM 
menjadi level 10 pada KIPI Penyesuaian yang 
dilakukan adalah memecah level CMM dari 5 level 
menjadi 10 level.  
 
Berikut penjelasan level KIPI : 
 
a. Level 1 : Persiapan 
Semua organisasi pengembang perangkat lunak 
dikategorikan masuk dalam level 1 dimana 
proses pengembangan perangkau lunak 
dilakukan dengan cara adhoc dan hasilnya 
tidak dapat diprediksi. 
 
b. Level 2 : Awal 
Pada level 2 ada 4 KPA yang harus dipenuhi 
yaitu: 
1. Manajemen Kebutuhan (MaKe) 
2. Perencanaan Proyek (PP) 
3. Pengawasan dan Kontrol Proyek (PKP) 
4. Manajemen Konfigurasi (MaKo) 
 
c. Level 3 : Pengulangan 
Pada level 3 ada 3 KPA yang harus dipenuhi 
yaitu: 
1. Manajemen Perjanjian Penyalur (MPP) 
2. Jaminan Mutu Kualitas Produk dan Proses 
(JMKPP) 
3. Penilaian dan Analisa (PA) 
 
d. Level 4 : Terdifinisi 
Pada level 4 ada 2 KPA yang harus dipenuhi 
yaitu: 
1. Manajemen Proyek Terintegrasi (MPT) 
2. Manajemen Resiko (MR) 
 
e. Level 5 : Terencana 
Pada level 5 ada 2 KPA yang harus dipenuhi 
yaitu: 
1. Difinisi Proses Organisasi (DPO) 
2. Pelatihan Organisasi (PO) 
 
f. Level 6 : Terorganisir 
Pada level 6 ada 2 KPA yang harus dipenuhi 
yaitu: 
1. Fokus Proses Organisasi (FPO) 
2. Analisa Keputusan dan Resolusi (AKR) 
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g. Level 7 : Terintegrasi 
Pada level 7 ada 2 KPA yang harus dipenuhi 
yaitu: 
1. Integrasi Produk (IP) 
2. Pengembangan Kebutuhan (PK) 
 
h. Level 8 : Teruji 
Pada level 8 ada 3 KPA yang harus dipenuhi 
yaitu: 
1. Solusi Teknik (ST) 
2. Validasi (VAL) 
3. Verifikasi (VER) 
 
i. Level 9 : Terkelola 
Pada level 9 ada 2 KPA yang harus dipenuhi 
yaitu: 
1. Manajemen Proyek secara Kuantitatif 
(MPK) 
2. Perfoma Proses Organisasi (PPO) 
 
j. Level 10 : Optimal 
Pada level 10 ada 2 KPA yang harus dipenuhi 
yaitu: 
1. Analisa Penyebab dan Resolusi (APR) 
2. Pengembangan dan Inovasi Organisasi 
(PIO) 
 
Penetapan 10 level ini dikarenakan 
pemain industri piranti lunak dalam negeri yang 
berjumlah 250 perusahaan mayoritas terdiri dari 
perusahaan- perusahaan kecil. Dengan kondisi 
seperti ini pembagian 10 level diharapkan bisa 
memetakan kematangan perusahaan-perusahaan 
tersebut dengan lebih akurat. 
 
 
3 HAMBATAN INDUSTRI PIRANTI 
LUNAK 
 
Hambatan yang terjadi dalam 
pengembangan industri piranti lunak di Indonesia 
antara lain adalah sebagai berikut : 
 
a. Belum adanya keseriusan dari investor luar 
untuk menanamkan modalnya. 
b. Distorsi pasar oleh produk-produk non standar 
dan ilegal praktek pembajakan masih menjadi 
kendala. 
c. Untuk melakukan sertifikasi CMM/KIPI 
terhadap industri piranti lunak dalam negeri 
diperlukan biaya yang cukup besar. 
d. Jumlah Professional Software Developer 
Indonesia cukup banyak dibanding dengan 
Singapura ataupun Malaysia, tetapi hanya 
sebagian kecil terkordinasi dalam Software 
House, akibatnya tidak mampu bersaing 
merebut pangsa pasar. 
e. Kebijakan pemerintah yang belum konsisten 
dan belum optimalnya kerjasama dengan 
sektor Perbankan. 
 
 
4 AGAR KIPI DIMINATI PERUSAHAAN 
INDONESIA 
 
Penetapan standar KIPI di Indonesia, 
tentunya akan banyak mendapat hambatan. 
Terlebih, karena pamornya yang kalah bersaing 
dengan standar internasional seperti CMM. Untuk 
itu, diperlukan bantuan dari berbagai pihak 
terutama pemerintah agar KIPI dapat diterapkan 
dan berjalan dengan lancar di Indonesia. Upaya-
upaya yang dapat dilakukan agar KIPI dapat 
diminati antara lain : 
 
a. Sosialisasi 
KIPI perlu disosialisasikan oleh pemerintah 
kepada perusahaan-perusahaan piranti lunak di 
Indonesia.Terlebih, KIPI sendiri baru 
diterapkan pada tahun 2008 ini. Otomatis 
hanya sedikit perusahaan yang baru 
mengetahui adanya standar KIPI di Indonesia. 
Sosialisasi yang dapat dilakukan oleh 
pemerintah antara lain pemberian training bagi 
perusahaan piranti lunak, dan dapat juga 
dengan cara mengadakan seminar gratis untuk 
mengkampanyekan KIPI kepada perusahaan-
perusahaan piranti lunak. 
b. Syarat Wajib 
Pemerintah dapat melakukan upaya tertentu 
agar KIPI dapat digunakan oleh perusahaan 
piranti lunak di Indonesia. Dengan sedikit 
aturan seperti menjadikan KIPI sebagai syarat 
wajib bagi perusahaan piranti lunak agar dapat 
ikut proyek/tender, tentunya akan memacu 
perusahaan untuk dapat menggunakan KIPI 
sehingga syarat tersebut dapat terpenuhi. 
Keuntungan lain yang didapatkan yaitu hanya 
perusahaan piranti lunak Indonesia saja yang 
dapat ikut tender. Sehingga bagi pemain asing 
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menjadi tidak mudah untuk dapat ikut bermain 
tender karena harus mengantongi sertifikasi 
KIPI terlebih dahulu. 
c. Penggratisan Biaya 
Menggratiskan biaya selama satu hingga dua 
tahun dalam proses penerapan KIPI akan 
sangat membantu perusahaan piranti lunak di 
Indonesia untuk dapat menggunakan KIPI. 
Sehingga dalam proses awal penggunaannya 
tidak terlalu memberatkan, khususnya dalam 
bidang keuangan dan tidak ada alasan untuk 
tidak menerapkan KIPI pada perusahaan piranti 
lunak di Indonesia. 
d. Pemberian Insentif 
Pemberian insentif dari pemerintah, akan memacu 
penerapan KIPI pada perusahaan piranti lunak di 
Indonesia. Sehingga tidak hanya menerapkan KIPI 
tapi juga memperbaiki levelnya setiap periode 
tertentu. Insentif yang dapat diberikan oleh 
pemerintah antara lain seperti kemudahan 
pembayaran pajak, kemudahan untuk peminjaman 
kredit di Bank dan kemudahan untuk urusan 
dengan pemerintahan. 
e. Pemberian Penghargaan 
Adanya satu penghargaan dari pemerintah 
untuk perusahaan terbaik yang menggunakan 
KIPI, akan sangat mendorong perusahaan 
pengguna KIPI untuk dapat memperbaiki 
levelnya di setiap periode. Seperti yang 
dilakukan oleh Bapepam bekerjasama dengan 
Bursa Efek Indonesia (BEI) dan pemerintah, 
yang memberikan penghargaan Annual Report 
Award (ARA) untuk perusahaan yang memiliki 
laporan tahunan terbaik setiap tahunnya. 
Untuk KIPI sendiri ada baiknya diterapkan 
pemberian penghargaan kepada perusahaan 
Piranti lunak di Indonesia. Selain memacu 
mereka agar dapat menjadi lebih baik dalam 
hal kualitas, tetapi juga dapat memberikan citra 
diri yang lebih baik di mata masyarakat, 
pemerintah, terlebih konsumennya. 
 
 
5 KESIMPULAN 
 
KIPI merupakan standar Kematangan 
Industri Perangkat Lunak Indonesia yang diadopsi 
dari Capability Maturity Model (CMM), Amerika 
Serikat. KIPI diterapkan dengan tujuan agar 
perusahaan piranti lunak di Indonesia memiliki 
standar kualitas dalam menghasilkan produknya 
maupun dalam prosesnya. 
 
KIPI sendiri perlu diperkenalkan dan 
disosialisasikan agar dapat menjadi acuan bagi 
semua pengembang piranti lunak di Indonesia 
sehingga semakin diminati oleh pengembangan 
piranti lunak dan juga untuk meningkatkan 
kualitas piranti lunak di Indonesia khususnya. 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
[1] Caputo, Kim, June, 1999. CMM 
Implementation Guide: Choreographing 
Software Process Improvement, Addison 
Weley. 
 
[2] Hendra, “Meningkatkan Kualitas Produksi 
Piranti Lunak Dalam Negeri dengan 
Menerapkan CMM-SW”, 
http://www.hdn.or.id/index.php/artikel/2006/m
eningkatkan_kualitas_produksi_piranti_l. 
Diakses pada 07/04/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
